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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah: 

1. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 

tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, terdapat Pasal 20 

yang mengatur tentang apabila perusahaan keagenan awak kapal 

ingin menempatkan awak kapal di atas kapal yang berlayar menuju 

wilayah rawan konflik dengan kesepakatan bahwa awak kapal 

tersebut akan ditempatkan di atas kapal yang berlayar menuju 

wilayah rawan konflik, maka pemilik/operator kapal melalui 

perusahaan keagenan awak kapal wajib memberikan kompensasi 

tambahan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam PKB antara 

pemilik/operator kapal dengan serikat pekerja. Sedangkan dalam 

MLC guideline B2.5.1 b (vi) mengatur awak kapal berhak atas 

pemulangan apabila dalam suatu kapal berada dalam zona perang, 

sebagaimana ditetapkan berdasarkan hukum atau peraturan nasional 

atau Perjanjian Kerja awak kapal bilamana awak kapal tidak 

diizinkan untuk pergi. Adanya peningkatan peminat untuk menjadi 

tenaga kerja Indonesia di bidang maritim yang terjadi terhadap tenaga 

kerja Indonesia membuat pemerintah Indonesia harus memberikan 

perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia, perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan diakui nya awak 

kapal dan pelaut perikanan sebagai pekerja migran Indonesia 

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. 

Diakuinya awak kapal sebagai pekerja migran Indonesia mempunyai 

akibat bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan juga harus 

dijamin perlindungannya dalam bekerja. Dalam Peraturan Menteri 
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Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 memberikan perlindungan yang 

mencakup pemberian kompensasi tambahan bagi awak kapal yang 

ingin ditempatkan di atas kapal yang berlayar menuju wilayah rawan 

konflik, menjadi tidak konsisten dengan MLC yang memberikan 

perlindungan kepada awak kapal yang tidak diizinkan untuk berlayar 

ke wilayah rawan konflik dapat menuntut haknya atas pemulangan. 

Dalam hal terjadi inkonsististensi ketentuan antara Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 dengan guideline B2.5.1 (vi) 

dalam kasus awak kapal yang berlayar menuju wilayah rawan 

konflik. Berdasarkan hukum perjanjian Internasional setiap negara 

yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional dan juga telah 

mengundangkan perjanjian tersebut ke dalam hukum nasionalnya, 

apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat inkonsistensi antara 

perjanjian internasional dengan peraturan nasional dari negara yang 

bersangkutan maka dapat melakukan pelaporan berdasarkan ILS yang 

diadopsi dalam ILO. Suatu negara yang sudah meratifikasi perjanjian 

internasional, harus melakukan mekanisme pelaporan dan ikut 

melaksanakan standar ketentuan yang diatur dalam perjanjian 

internasioal yang telah diratifikasi. Dalam hal ini MLC dibentuk 

untuk memberikan perlindungan kepada awak kapal terkait dengan 

pemenuhan hak-hak awak kapal di dunia dan menjadi standar 

pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan 

lingkungan kerja yang aman dan tertata bagi awak kapal. MLC lebih 

memberikan perlindungan dari segi keamanan dan keselamatan bagi 

awak kapal, ketentuan MLC yang diterapkan apabila terdapat kasus 

di mana awak kapal tidak diizinkan menuju wilayah rawan konflik 

dan peraturan nasional di mana awak kapal berasal tidak mengatur 

mengenai pemulangan. Pemilihan ketentuan yang akan diberlakukan, 

apakah Peraturan Menteri Perhubungan atau MLC juga didasarkan 

pada ketentuan yang paling menguntungkan bagi awak kapal. Hal ini 

sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada awak kapal dalam 
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memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi awak kapal 

dan guna memelihara, melindungi dan mempertahankan tertib 

masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia dalam menangani 

inkonsistensi peraturan yang dimiliki dan perjanjian yang sudah 

diratifikasi, dengan cara melakukan amandemen pada peraturan 

nasional yang sudah ada dengan mengacu standar internasional dalam 

suatu konvensi yang telah diratifikasi atau dengan cara mencabut 

peraturan yang bersangkutan dan membuat peraturan yang baru 

dengan mengacu kepada konvensi yang telah diratifikasi. 

 

2. Perjanjian kerja dibentuk guna mengatur hubungan antara pekerja 

dengan pengusaha, Perjanjian Kerja dibentuk dengan memperhatikan 

aturan heteronom yang dibuat pemerintah dan aturan otonom yang 

berlaku dalam suatu perusahaan. Dalam suatu hubungan kerja antara 

pekerja dengan pengusaha, perjanjian yang lebih dahulu dibentuk 

antara pekerja dan pengusaha adalah Perjanjian Kerja. Perjanjian 

Kerja ini bersifat individual artinya hanya berlaku untuk pekerja yang 

melakukan perjanjian tersebut, setelah Perjanjian Kerja terdapat 

peraturan otonom yang berlaku dalam suatu perusahaan yaitu 

Peraturan Perusahaan dan PKB. Dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 pada Pasal 20 mengatur tentang 

pemberian kompensasi kepada awak kapal yang akan di tempatkan di 

atas kapal yang berlayar menuju wilayah rawan konflik, kompensasi 

tambahan tersebut tertuang dalam PKB, dimana besaran kompensasi 

tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara serikat pekerja 

dengan pemilik/operator kapal. Apabila dalam suatu perusahaan 

terdapat Peraturan Perusahaan dan PKB yang mengatur mengenai 

pengiriman awak kapal ke wilayah rawan konflik, maka hal ini 

menjadi patut diperhatikan dalam implementasinya. Apakah 

ketentuan mengenai pengiriman awak kapal ke wilayah rawan 

konflik atas persetujuan para pihak dengan memberikan kompensasi 
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tambahan sudah cukup untuk melindungi awak kapal tersebut dari 

bahaya. Dalam hal suatu perusahaan yang memiliki serikat pekerja, 

apabila dalam Peraturan Perusahaan dan PKB terdapat ketentuan 

mengenai pengiriman awak kapal ke wilayah rawan konflik dengan 

memberikan kompensasi tambahan dinilai tidak cukup untuk 

melindungi awak kapal yang akan pergi, maka awak kapal dapat 

melakukan negosiasi ulang terhadap PKB. Hasil negosiasi ulang 

terhadap PKB tertuang dalam Perjanjian Bersama dan harus ditaati 

oleh para pihak. Perjanjian bersama merupakan jalan keluar yang 

ditempuh apabila terdapat perselisihan dalam melaksanakan PKB 

antara awak kapal dengan pemilik/operator kapal, perselisihan dalam 

hal ini dapat berupa perselisihan mengenai hak, perselisihan 

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja serta 

perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Apabila 

suatu perusahaan keagenan awak kapal tidak mempunyai serikat 

pekerja, maka perubahan dapat dilakukan jika dalam Peraturan 

Perusahaan terdapat ketentuan mengenai pengiriman awak kapal ke 

wilayah rawan konflik. Negosiasi ulang dilakukan oleh perwakilan 

awak kapal yang ditunjuk secara demokratis untuk melakukan 

perundingan untuk mengamandemen Peraturan Perusahaan.  

5.2 Saran  

1. Dari analisis dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, penulis memberi 

saran untuk pemerintah segera melakukan sinkronisasi terhadap 

peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan 

perlindungan awak kapal Indonesia yang ada saat ini dengan ketentuan 

yang ada dalam MLC. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu dengan mengamandemen peraturan yang sudah ada atau 

membuat peraturan yang baru untuk perlindungan awak kapal. 

2. Saran kedua, penulis memberi saran kepada pemerintah untuk segera 

mengundangkan peraturan pelaksana bagi pelaut awak kapal dan 
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pelaut perikanan dalam rangka melengkapi Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017. Isi dari pada peraturan pelaksana seharusnya mengacu 

pada MLC sebagai standar pedoman yang bersifat internasional. 

3. Saran ketiga, penulis memberi saran kepada pekerja untuk 

mengutamakan dan melaksanakan standar keamanan dan keselamatan 

yang dimiliki oleh kapal dan/atau perusahaan keagenan awak kapal.  

4. Saran keempat, penulis memberi saran kepada serikat pekerja dalam 

hal melakukan perundingan bersama pemilik/operator kapal harus 

mengutamakan keselamatan dan keamanan bersama karena dalam 

melakukan perundingan mengenai isi PKB serikat pekerja mewakilkan 

awak kapal. 

5. Saran kelima, penulis memberi saran kepada pemerintah untuk 

melakukan tindakan preventif seperti memperbaiki tata kelola 

penempatan dan perlindungan awak kapal dan melakukan tindakan 

represif seperti baik memberikan sanksi kepada perusahaan keagenan 

awak kapal yang tidak menerapkan ketentuan mengenai perlindungan 

hukum awak kapal dan memberikan perlindungan hukum bagi awak 

kapal. Selain itu pemerintah juga melakukan tindakan represif dimana 

apabila awak kapal sudah dalam masa kerja dan terjadi konflik 

bersenjata. 

6. Saran keenam, penulis memberi saran kepada pemberi kerja untuk 

melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk 

memberikan perlindungan bagi awak kapal.  
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